
54 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan Pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

A. Bahwa Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Swasta terhadap iuran wajib 

BPJS bagi Tenaga Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 11 

Tentang BPJS, dimana Perusahaan Swasta dan tenaga kerjanya wajib Ikut 

serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan Transformasi PT 

Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan berdiri pada tanggal 1 Januari 

2014 akan tetapi baru dapat beroperasi sebagai BPJS Ketenagakerjaan 

pada tanggal 1 Juli 2015. 

Bahwa selama rentan waktu 1 Januari 2014 ke 1 Juli 2015, BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Kematian yang selama 

ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima 

peserta baru dan ditambah dengan Program Jaminan Pensiun yang akan 

berlaku mulai 1 Juli 2015. 
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B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban perusahaan 

swasta terhadap Iuran Wajib bagi tenaga kerja di Kota Gorontalo adalah 

sebagai berikut ; 

a) Faktor Perundang-undangan 

b) Faktor Aparat Penegak Hukum 

c) Faktor Sarana dan Prasarana 

d) Faktor Masyarakat dan Budaya 

5.2. SARAN 

A. Perlu adanya upaya Sosialiasi yang komprehensif dan berkesinambungan 

tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Pengusaha dan Pekerja. 

B. Perlu adanya pembenahan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan baik 

itu yang terkait dengan SDM Aparat Pengawas Ketenagakerjaan, Sarana 

dan Prasarana, maupun peningkatan kesadaran masyarakat khususnya 

pekerja dan pengusaha tentang pentingnya pelaksanaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 
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